
WALIKOTA MADIUN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 34 TABUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 42 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUHAN ORGANISASI, RINCIAN 

TUGAS DAN FUHGSI BERTA TATA KEIUA DINAS PERUMABAN DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN 

Menimba.ng 

Mengingat 

WALIKOTA MADIUN, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan 

tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman maka Peraturan Walikota Madiun 

Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Rincian Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Dinas Perumahan dao Kawasan Permukiman dipandang 

sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Kedudukao, Susunan Organisasi, Rincian Togas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukimao ; 

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teotang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tencang 

Perangkat Daerah; 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 



Menetapkan 

6. Peratu:ran Daerah Kota Madiun Nomor3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2016 
Lentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Rincian Togas 
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman ; 

MEMUTUSKAN : 

PERA.TORAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 42 
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASl, RINCIAN TUGAS DAN FUNOSl SERTA TATA 

KERJA DINAS PERUMABAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Pcraturan Walikota Madiun 
Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Rincian Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Kecamatan (Berita Oaerab Kota Madiun Tahun 2016 

Nomor 42/G), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan buruf b ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga 
Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berilcul : 

Pasal 4 

(l) Kepala Dinas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (]) huruf a mempunyai tugas memimpin, 
mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan 
pembangunan perumahan, penataan kawasan 
permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, 
permakaman dan penerangan jalan umum sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Oinas mempunyai fungsi: 
a penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang 

pclaksanaan pembangunan perumahan, penata.an 
kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan 
pertamanan, pennakaman dan penerangan jalan 
umum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-u.ndangan; 
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b. penyelenggaraan urusan pcmerintahai, dan 

pelayanan umum di bidang perumahan, penataan 

kawasan pennukiman, pertanahan, pengelolaan 

pertamanan, permakaman dan penerangan jalan 

umum; 

c. pembinaan 

pengelolaan 

dan pelaksa0aan 

pelaksanaan 

tugas di bidang 

pembangunan 

perumahan, penataan kawasan permukiman, 

pertanahan, pengelolaan pertamanan, permakaman 

dan penerangan jalan umum ; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang bersifal kedinasan 

yang cliberikan oleh Walikota. 

2. Diantara huruf d clan huruf e ayat (2) Pasa.l 5 disisipkan 

l (satu) hun.u yakni huruf d l, sehingga Pasal 5 secara 

kesel.uruhan berbunyi sebagai berikut : 

PasalS 

( 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3 

ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakan pelayanan administrasi kepada semua 

unsur cli lingkungan Dinas meliputi pengelol.aan 

administrasi umum, keuangan, perencanaan, 

kepegawaian dan rumah tangga. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana climaksud 

pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fi.:mgsi: 

a. penyusunan perencaoaan, program kerja dan 

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat; 

b. pelaksana.an koord.inasi penyusunan program 

kegiatan, pelayanan admi.nistratif dan 

penyelenggaraan tugas-tugas Bida.ng secara terpadu ; 

c. pengelolaan administrasi umum dan rum.ah t.angga ; 

d. pengeloJaan administrasi kepegawaian dan 

adm.inistrasi keuangan cli liogkungan Dinas ; 

dl. penyusunan rencana program, 

pelaksanaan/pengadaan, serta pemeliharaan 

sarana dan prasarana di lingkungan Dinas ; dan 

e. pclaksanaan tugas lain yang bersifat keclinasan 

yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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3. Diantara huruf e dan huruf f ayat ( 1) Pasal 7 disisipkan 

1 (satu) huruf yaknl huruf el, sehingga Pasal 7 secara 

kcseluruhan berbunyi sebagai berikul: 

Pasal 7 

( I) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagromana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) huruI a mempunyai 

tugas: 
a. rnelakukan penyusu.nan perencanaan program dan 

evaluasi pelaksanaan lugas-tugas pada Sub Bagian 

Umum dan Keuangan ; 

b. melakukan urusan sural-menyurat dan tara 

kcarsipan; 

c. melakukan urusan ru.mah tangga dan keamanan 

kantor; 

d. mclakukan urusan kchumasan, protokoler, 

upacara dan rapal dinas ; 

e. melakukan urusan pengendalian tata usaba 

pengadaan, penyimpanan, pendisu,o·usian, 

penga.dministrasian dan perawatan ba rang-ba:rang 

inventaris sesuai ketentuan pe-raturan perundang

undangan; 
el. menyiapkan bahan penyusunan reocana program, 

melaksanakan/mengadakan dan memelihara 

sarana dan prasarana di lingkungan Dinas ; 

r. melaksanakan penatausahaan keuangan dan 

pertanggungjawaban keuangan ; 

g, melaksanakan admimstrasi dan pembayaran gaji 

pegawai; 

h. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan 

untuk keperluan penyusunan dokumen yang 

memuat pendapatan, bela.nja dan pembiayaan yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 

oleb pengguoa anggaran serta perubahannya di 

lingkungan Dinas ; dan 
1. melah-ukan cugas lain yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Sekretaris. 
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(2) Sub Bagian Perencanaan dan Ke pegawaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b 

mem-punyai tugas: 
a . melakukan penyusunan perencanaan program 

kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-Lugas pada 

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; 

b. melakukan pcnyusunan pcrencanaan program, 

evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ; 

c. mengoordin~1sikan dan mengbimpun bahan-bahan 

unluk kepcrluan penyusunan dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan perangkat daerah serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta 

perubahannya di lingk'1.lngan Dinas ; 

d. menyusun, mengolah dan memelihara data 

administras1 kepegawaian serta data kegiatan yang 

berhubungan dengan kcpegawaian di lingkungan 

Dinas ; dan 

e. mcla.kukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang 

d.iberikan oleb Sekrctarls. 

4 . Dia.ntara huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 8 disisipkan 

1 (salu) huruf yakni huruf cl, sehingga Pasal 8 secara 

keselun.tban berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3 

ayal (1) huruf c angka l mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas .Dinas yang meliputi 

menyelenggarakan, merumuskan, dan melaksanakan 
kebijakan teknis di Bidang Pen.unahan, Penataan 

Kawasa.n Permukiman dan Pertanahan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Peru.mahan, Penataan Kawasan 

Pcnnukiman dan Penanahan mempunyal fungsi : 

a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan 
program dan evaluasi pelaksanaan tugas-t1.1gas 

pada Bidang Perumahan, Penataan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan ; 
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b. pelaksa.naan penataan perumahan permukiman ; 
c. penyusunru, dan penyediakan basis data 

perumahan bagi masyarakat yang Lerkcna relokast 
program PemerinLah Daerah; 

cl. penyusunan rencana program, 
pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana d1 b1dang perumahan, penataan 
kawasan permu.kirnan dan pertanaha.n ; dan 

d . pelaksanaan tugas lain yang bersifal kedinasa.n 
yang diberikan oleh KepaJa Dinas. 

5. Kelentuan huruf b dan huruf h ayat (11 diubah, diantara 
huruf 1 dan hunir m ayat (1) disisipkan 6 (enam) huruf 
yakni hucur 11, huruf 12, huruf 13, huruf 14, huruf 15, 
huruf 16 da.n huruf b, huruf c, huruf d, huruf g dan 

huruf h ayat (3) ctiubah, dan huruI e, huruf f, buruf i dan 
huruf k ayal (3) Pasal 1 O clihapus, sehingga Pasal IO 

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikul: 

Pasal 10 

(1) Seksi Perumahan sebagaimana di1J1aksud dalam 
Pasal 9 ayat ( l) huruf a mempunyai tugas : 
a . 1nelakukan penyusunan perencanaan program dan 

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi 

Perumahan; 
b. mcnyusun dan melaksanakan kebijakan dan strntegi 

penyediaan rumah korban bencana ; 
c. mcnyusun rencana 

pengembangan perumahan 
rumah korban bencana ; 

pembangunan dan 
pada aspek penyediaan 

d.menyelenggarakan fungsi opcrasionalisasi dan 
koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan 
penyediaan rumah korban bencana ; 

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian 
tcrhadap pcnyediaan nunah korban bencana ; 

f. melaksanakan kebijakan dan stralegi rehabilitasi 
rumah korban bencana ; 

g. melaksanakan pengelolaan pr-c1.sarana si:u-ana dan 
utilitas umu.m terhadap kegialan rehabililasi rumah 

korban bencana ; 
h.menyusun dan menyediakan basis data perumahan; 
i. membuat n:gulasi aLau produk hukum daerah 

tentang izin pcmbangLman dan pengembangan 

perumahan; 
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J. membuat SLandar Operasional Prosedur pengajuan 
penerb1tan izin pembangunan dan. pengcmbangan 
perumahan; 

k. mempros.es atau menolak pengajuan izin 
pembangunan dan pengemba11gan pcn.imahan; 

I. rnelakukan pcrancangan rumah Javak huni ; 
ll. menelili dan mernproses persyaratan admjnistrasi 

dan tcknis sctlap permohonan penyerahan fasum 
dan fasos perumahan ; 

12. menyusun ru1nusan pedoman dan manual 
penghunian dan pengelolaan n.1mah susun 
sederhana dengan acuan umum SPM ; 

L3. melaksanaan pengawasan dan pengendalian 
pengelolaan rurnah susun ; 

14. ntelakukan pcmbiaaan tcrhadap pengusaha/ 

pengembangan perumahan ; 
15. menyiapkan daLa konwsi peru.mahan yang 

diperhitungkan dari kepcndudukan, fisik 
bangunao. lingkungan perumahan lermasuk 
prasarana, sarana dan fasilitas yang ada ; 

16. memfasilit.asi penycdiaan rumah layak dan 
terjangkau ; 

m. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan 
pembiayaan pembangunan pcrumahan bersumber 
dari dana Anggaran Pcndapa1.a11 clan Belanja 
Negara; clan 

n. melaksanakan tugas lain yang bersifaL kewnasan 
yang wbcrikan oleh Kepala Bidang Perumahan, 
Penataan Kawasan Permukjman. dan Pertanahan. 

(2) Seksi Penataan Kawasan Pcrmukiman scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf b mempunyai 
tugas · 
a. melakukan penyusunan pcrencanaan program dan 

evaluasi pclaksanaan lugas-mgas pada S~ksi 
Penataan Kawasan Pennukiman, 

b. menyusun produk hukum daerah tent.ang perizinan 
pembangunan dan pengembangan kawasan 
pcrmuki.maJ1 ; 

c. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk 
kawasan permuklman; 

cl. menelapkan kawasan permukiman ; 
e. melakukan penda.Laan dan penetapan lokasi 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh ; 
f. melakukan pemugaran, pcremajaan arau 

pcmukjman kembali ; 
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g. melakukan penyelenggaraan fasiliLas sarana dan 

prasarana umum permukiman Lerdiri dari jalan 

lingkungan, saluran dan sanitasi lingkungan ; 

h. melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat 

dalam rangka mempertahankan kualitas 

lingkungan secara swadaya : 

i. mc-lakukan pengendaliru.1 kawasan permukiman 

pada lingkungan hunian perkotaaa ; 

j. melakukan pengawasan rencana penyediaan 

prasarana. sarana dan ulillt.as umum sesuai 

dengan standar pelayanan min.imal : clan 

k. melaksanakan tugas lain yang bcrsifat kcdinasan 

yang dibcrikan oleh Kepala Bidang Perumahan, 

Pcnataan Kawasan Permuk1man, dan Pertanahan. 

(3) Seksi Pertanaban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat ('I J huruf c mempw1yai tu gas : 

a. melalrukan penyusunan perencanaan program dan 

e\'al\.tasl pelaksanaan tugas-t ugas pada Scksi 

Pertanaban, 

b. melaksanakao pemberian rekomenda.si izin 

perubahan penggu.naan tanah dan i7.in lokasi ; 

c. melak:ukan fasilitasi penyclcsa1an sengketa tanah 

garapan; 

d. melakukan fasilitasi penyclesaian masalah ganli 

kerugian dan santunan Lanah untuk pembangunan 

bagi kepentingan umum ; 

e. dJhapus: 

f. dihapus; 

g. melakukan penyelesaian masalah tanah kosong 

dan Leri an tar ; 

h . melaksanakan invenLarisasi dan pemaniaala11 

tanah kosong dan terlant.ar ; 

i. dihapus; 

J. melakukan pcrencanaan penggunaan tanah 

wilayah Daerah : 

k. dihapus; 

I. melakukan monitoring dan pembinaao perolehan 

tanah negara; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang bersifat kcdinasan 

yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan, 

Penai.aan Kawasan Perrnukiman, dan Pcrtaoahan. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerab Kota Madiun. 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 Se ptember 2018 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 

Diundangkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 September 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO, SH, M.Hum. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19671213 199503 1 003 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2018 NOMOR 34/G 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETAR!S DAERAH 

,,::::::::.=,,.. u .b. 
IAN HUKUM 

,~~-1-1 
'L----::::::1 

Pembina 
NIP. 19750117 199602 1 001 


